‘Badrodin Haiti”

Ai)s.t_%cak o |

. Makalah - ini memberikan gambaran. fentang pelahaﬁaan Sfungsi Kepolisian ol Polri dalam
mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (. Ka}?ziiéﬁéds) dalam ranghka fff'wz/g'zgé?nya Keamanir
Dalam Negeri (Kamdagri), uiamanya bagaimana hakekat penyf!mggamaﬂ Sfungsi Kepolisian sebagai
bagian dari upaya mewujudkan Ketahauan Nasional ya'ng mempa kan aktualisasi nilai-nilai Pancasila
Sila guna menghadapi peperangan asimetris. Fungsi Kejbdﬁsiﬁn sebagdi salah satu fungsi pemerintaban
negara di bidang pemelibaraan heamanan dan ketertiban masyarakar, pe?-zfga/’emz hukum, perlindungarn,
pengayoman, dan pelayanon kepada masyarakat (Undang-Undang No. 2 tabun 2002), dituntut untuk

mampu mewujndkan Kamdagri (melalui fungsinya) yang merupakan salah satu prasyarat wtama dalam
mewujudkan Ketahanan Nasional. Kondisi dinaimis bangsa dengan segala permasalahan social dz'da!amnyéz
(termasuk kemungkingn perang asimelris), banya dapar dibadapi melalut model pendekatan pemo[-isiaﬁ
proakeif (Proactive Policing) yang dilandasi ilmu kepolisian dan peniingnya revitalisasi nilai-nilai
Panca Sila dalam membangun karakter bangsa, serta perfunya keviasama berbagai stakeholders dalam

mewujudkan ketahanannasional.

Kata Kunci: Fungsi Kepolisian, Pemalisian Proaktif, Masalah social, Perang Asimetrisdan Ketahanan
Nasional

Pendahuluan masyarakat, penegakan hukum, perlindungan,
pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat,

Keamanan dalam negeri merupakan ) .
dituntut untuk mampu mewujudkan keamanan

syarat utama untuk mendukung terwujudnya . . ..
Y & JUAYa - gan ketertiban masyarakat melalui pemolisian

masyarakat madani yang adil, makmur, dan
beradab berdasarkan Pancasila dan UUD
Negara RI tahun 1945. Polri sebagai salah
satu fungsi pemerintahan negara di bidang Terpeliharanya keamanan dalam negeri
pemeliharaan  keamanan  dan ketertiban  sebagai syarat utama terwujudnya pembangunan

Nasional dalam rangka tercapainya Tojuan

yang dijalankannya dengan menjunjung tinggi
hak azasi manusia.

=

Nasional, dilakukan melaui pelaksanaan fungsi

Makalah int peenab disampaikan pada pembekalan Kapolsi kepada
Mahasiswa $-2 Program Studi Peperangan Asimetris, UNHAN, tangzal
20 April 2018

Jenderal Polisi Drs. Badrodin Haiti, Kepala Kepolisian Negara RY tahun : s ; :
Jons tugas Polri yang mampu menghadapi berbagai

kepolisian yang ditampilkan meialul pelaksanaan
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potenm ancaman

il '.'tantcmgan yang - merupakan masalah - sosial
kemasyarakatan sesuai dengan potensz dan .

- ‘eskalasi ancaman yang ada. ‘Masalah sosmfi_f-"

: "-tersebuz, muncul dalam berbagal bentuk dan

i fﬁ-mgudnv‘l yang dapat mengakibatkan munculnya
_dan-Di-Amerika Serikat, sekurangnya ada 4

o ketidalk teratuzan soszal dan membutuhkan suaty

. _'_metode pemohsmn yang perlu dikembanglan
. melalui pemohszan proaktif dengan melibatkan

: f:selmuh elemen masyarakat«dan sinergi antar
- lembaga Neg"ua dalam meéngatasinya. Termasuk
masalah sosial dalamhal ini adalah berbagai
‘model, bentuk dan/cara yang dikembangkan
dalam perang . asimetris (Asymmetric Warfare)
sebagzu sebuah cara untuk melumpuhkan dan
menguasai -pihak lawan yang pada akhirnya
mengakibatkan' munculnya ketidakteraturan
sosial dalam bentuk insurgensi. Bagaimana upaya
Poiu melalui tungsi kepolisian menghadapi
perang  asimetris, akan diuraikan dibawah
ini dengan diawali Sejarah Polri dan Fungsi
Kepolisian, Kedudukan Organisasi Polri Dalam

Sistem Ketatanegaraan, Fungsi Kepolisian
Dalam  Mewujudkan Ketahanan Nasional

Sebagai Suatu Cara Menghadapi  Perang
Asimetris, dan Penutup,

Sejarah Polri dan FungsiKepolisian

Memahami bagaimana Fungsi Kepolisian
di Indonesia dijalankan tidak dapat dipisahkan
dari sejarah lahirnya kepolisian (didunia dan
di Indonesia) itu sendiri , serta bagaimana
fungsi kepolisian dengan segala hal ikhwalnya
dan melalui

dilaksanakan dikembangkan

pendekatan keilmuan.

Sejarah Kepolisian R1

Istilah kepolisian telah ada dan lahir sejak
zaman Yunpani Purba (2000 Th SM) dengan
istilah Politeia yang berarti ‘berhubungan dengan
Polis atau pemerintahan negara kota’ (Plato,
429-322). Istilah ini terus berkembang yang
mengisyaratkan adanya pengaturan dibidang
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ganogufm, _ hambamn dan - o
- ai)’u:l 20istilah Polisi mulai dikemban gkansebag: ai’

keamanan dm kese;ahtcxaan masyarakat Pad

'._funfrsl dan - organ kepolisian (BlOtOdBi‘Gd_}_

1997, 2-7). Usaha -profesionalisme - Ixezpohsmjo,_:_3'.':g

.:tampak di Jerman pada tahun 1883 oleh Hans

Gross, di Inggris Lord" Trendchard (1931),

orang pionir profesionalisme Kepolisian, yaitu
August Vollmer, Bruce Smith, O.W. Wilson, _
dan Edgar Hoover yang kesemuianya berupaya"-'
meningkatkan profesi kepolisian.

Di Indonesia sendiri, Kepolisian schagai -
fungsi danorgan dapat ditelusuri melalui sejarah
perjalanan bangsa, sejak zaman kerajaan-kerajaan
nusantaraseperti pasukan Bhayangkara pimpinan
patih Gajah Mada dikerajaan Majapahit. Fungsi
kepolisian  saat itu, bertugas untuk menjaga
keamanan dan menciptakan keteraturan sesuai
dengan kepentingan  kerajaan. Kepolisian
pada zaman ini bercorak rule appointed polz’ce_.
(merupakan penjaga keamanan yang cenderung
digunakan utk kepentingan penguasa), dan juga
kin police (Petugas sukarela berkembang secara
kontekstual dan lokalitas berinisiatif uatuk
menjalankan fungsi kepolisian secara swalkarsa).
Pada masa Kolonial, diawali pada zaman VOC
(1602), dilanjutkan pemerintah kelonial Belanda
{(1800) dan pendudukan Jepang (1942), terjadi
perubahan mendasar dalameparadigma profesi
dan fungsi kepolisiansPenyelenggaraan fungsi
lepolisian~dilakukan secara tertata, dan tidak
sckedar keterampilan tetapi mulai dilandasai
ilmu  pengetahuan yang diberikan melalui
pendidikan. Hal inilah yang menjadi cikal bakal

lahirnya Kepolisian RI.

Pasca kemerdekaan RI, dua hari setelah
kemerdekaan 17 Agustus 1945, ditetapkan
Badan (BKN)  yang
ditempatkan dilingkungan Departemen Dalam

Kepolisian  Negara
Negeri (dalam bidang administratif) p dengan
mengacu sistem pemerintahan Belanda. Jenderal
Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo diangkat
menjadi Kepala Kepolisian Negara (KKN)




' organ- organ kepolisian yang telah ada sebelum -
- kemerdekaan diseluruh. Indonesxa Pada masa
| '-'f-kepemlmpman KKN . pertama mﬂah tanggal
17 ]um 1946 1ah1r Polisi - Aka_deml yang'
mcnjadl cikal: bakal Pergurum nggl Ilmu'__:
o Kepohslan (PTIK), dan menjadi tonggai{ -

. sejarah: diwujudkannya. profcsmnahsme Polri
~ berlandaskan ilmu pengetahuan. Para founding
ﬁzz‘/;en saat itu (Ir. Soekarno, Moh. Hatta, Sutan
| Syahrix, Prof. Dr. Soepomoy Ki Hajar Dewantara,
da;i_ Djoko Soetono) , menyadari bahwa tugas-
tugas - kepolisian merupakan sebuah profesi
yang harus dilandasi oleh ilmu pengetahuan.
Hal ini menunjulkan bahwa betapa pentingnya
fungsi * kepolisian sebagai salah satu fungsi
pemerintahan dalam negara berdaulat,danbetapa
pentingnya fungsi kepolisian dalam menjamin
terselenggaranya pembangunan nasional bagi
terwujudnya cita-cita kemerdekaan dan tujuan
nasional.

Labirnya lhmu Kepolisian.

Kehadiran PTIK salah  satu
perguruan tinggi kedinasan tertua di Indonesia,

sebagal

tidak saja menjadi tonggak sejarah kelahiran
{lmu Kepolisian dalam dunia ilmu pengetahuan
di Indonesia, namun juga sebagai landasan bagi
pengembangan dan pelaksanaan tugas-tugas
fungsi kepolisian dalam menghadapi masalah-
masalah sosial yang ada dimasyarakat.

Jlmu Kepolisian sebagai sebuah cabang
ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri, memiliki
filsafat ilmu dan paradigma ilmu pengetahuan
yang membedakan dengan ilmu pengetahuan
lainnya. Sebagai sebuah ilmu pengetahuan,
keberadaan Timu Kepolisian' dapat dijelaskan
dari aspek hakekat ilmu yang mencakup
ontologi, episternologi, aksiologi dan metodologi.
Ilmu Kepolisian sebagai sebuah cabang ilmu
pengetahuan baru (Bachtiar, 1993}, lahir dari
sebuah keniscayaan alamiah yang berevolusi
melalui ilmu pengetahuan, yang diperlukan

"_pertflma deng’m tugas mengkonsohdasdﬂn;"-_dalam raﬁgka memenuhi - kebutuhan - umat

-manusm dalam. memecahkan berbagai masalah
'.'yaﬂg dzhadapmya, “dan: dap’lt dgadlkan acaan_-_:::'.';-'f: '
dalam. beradaptas; guna memngkatkan kLicﬂltas"
hidup serta’ peradaban umat manusia.. Denvan SR
memperhatlkan konsep ini,1 malxa jelaslah- bfthwa__:;-_:_ e
Thmas.. Ae]ﬁolzsmﬂ ﬂzer:epm(an il perzgefabuaﬂ:

! yang mem_pelajmz fungsi dan iemfmga /aepo[zszﬁm_._'_"_"_.E:"_
dalam mengela!a masalah ~inasalah sosial guna
mewujudkan f(efemmmn sosial (Dahmel 2008).
Konsepsi ini mengisyaratkan bahwa Ilmu i
Kepolisian tidak dapat dilepaskan dengap profesi -
dan hal ikhwal kepolisian, yang berimplikasi

tahadap upaya mewujudkan ketertiban dan
ketentraman di dalam masyarakat {public safez‘y) :
(Ismail, 2014).

M. asalab —Masalab Sosial

Masalah-masalah sosial yang ada d;tengah—
tengah masyarakat tidak dapat dipisahkan
dengan kondisi segala keadaan bahaya yang
ketertiban
masyarakat {community hazard). Masalah sosial

mengancan dan  ketentraman
tersebut muncul dan terwujud dalam kehidupan
sosial manusia, baik didalam kelompok, komuniti,
institusi (pranata), maupun masyarakat, yang
menggangeu,
merusak kehidupan warga sebagaimana dilihat

dianggap atau

merugikan,

dan dirasakan masyarakat (Suparlan, 2008).

Masalah sosial¥ang ada dalam masyarakat
belum tentu sama dengan masyarakat lainnya.
Secara umum, masalah sosial yang terwujud
dari seluruh aspek kehidupan manusia dapat
dikelompokkan dengan apa yang disebut
Astagatra, yang terdiri dari Trigatra atau tiga
bidang sebagai aspek alamiah dan Pancagatra
atau lima bidang pada aspek sosial. Keberadaan
atau munculnya masalah sosial tersebut dapat
dibedakan dari tingkat atau eskalasi ancamannya,
yang dimulai dari potensi gangguan berupa
yang
gangguan atau kriminogen, ambang gangguan

faktor-faktor dapat menimbulkan

atau police hazard, dan gangguan nyata atau
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sxs emaﬂs meialm

| - dalam menjalankan tugas. dan. peraﬂnya, Poli
: ._.::_mengalahkan segaia kemftmpuan dan sumber.
~daya : yang dmnhkz dalam mengatasi masalah—'_ '

- masalah soszal tﬁrsebut melalui peiaksaman

-_'leIlO'Si kepohsaan agar- terc:lpta kemanan dan

. Letert:zbaﬂ masvai akat

o Ha&efzm‘ Fzmwsz Kepalman

Fung51 Lepohsxan hams dilihat sebaga;
sep_cxar;glult, _l«:egla_tan - operasional  kepolisian
dalam masalah~masalah
(outward looking) guna terwujudnya keterataran

mengelola sosial

sosial.  Seperamgkat  kegiatan  operasional
kepolisian tersebut menunjuk adanya beberapa
kegiatan © -dalam tugas-rugas

operasional kepolisian atau kegiatan yang sejenis

menjalankan

yang harus dilihat sebagai sebuah fungsi dalam
sebuah pendekatan kesisternan. Dalam konteks
ini; fungsi kepolisian harus mampu mencegah,
dan bahkan harus
mampu menumpas berbagai gejala yang dapar

mengganggt,
bahkan merusak jalannya, proses pembangunan

meredam, meniadakan,

menghambat, merugikan, dan
dan produktivitas kehidupan warga masyarakat
(the guardian to enbance quality of life). Seperangkat
dikelola

dalam tiga strategi (fungsi deteksi dini dan pre=

kegiatan operasional kepolisian itu

emtif; fungsi preventif, dan fungsi investigatif
dan represif) yang dilaksanakan secara simultan
dan dalam intensitas yang berbeda-beda sesuai
dengan tingkatan atau eskalasi masalah sosial yang
dihadapi (simultaneons strategy fo social problem),
yang digambarkan sebagai sebuah gunung es yang
tidak bergerak dalam satu garis kontinum. Ketiga
strategi tersebut merupakan rangkaian kegiatan
fungsi kepolisian yang proakif dan akan ditinjau
dari dua sisi Teori Gunung Es.
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'_ﬂepbiisian -
strategli : -admmistmsz Ncgam :
i __fSimuItan fungsz Lepohsmn y,mg ploaktlf guna

o termgudnva I{etemtuz an sosmi Oleh sebab itu,

M al ah sosmi te;‘sebut hzu us, i

%bagaz bagzan darz szsa‘em'--_._

Perkembangm fung51 dan organ kepohsxan

. pada dasarnya tidak terlepas dari kerangla sistem -
:-I«:etatanegai aan. Sepertl yang ter _]adl diEropadan
“beberapa Negm alainnya (termasuk di Indonesm)" :

2

: orga1113331 kepolisian beikernbmg sesuai dengan_f._-
“sistem ketatanegarasan, suatu negara. Hal ini

&zngt dilihat dari kedudukan dan susunan

organisasi kepolisian seperti di Belanda dengan
nama politieweienschap”  yang pendekatannya -

dibagi dua yaitu dengan pendekatan tata negara -
(staathundige politiewetenschap) dan pendekatan
kriminologi (criminologische pa/iz‘z'ewez‘emcbap);'
kemudian di Amerika dengan county police,
sheriff, city police sebagai polisi lokal (Jsca/
aitoriomy), state police (Texas Ranger) untuk
negara bagian dan federal Police (FBI, DEA'
Secret Service) pada tingkat federal. :

Di Ipndonesia, kedudukan organisas_i
Polri dalam_perkembangannya tclah beberapa
kali mengalami perubahan seiring dengan
perkembangan ketatanegaraan. Dimulai dengan

penempatannya  dilingkunan

Dalam - Negert,
ditetapkannya Polisi Nasional, penggabungan

dalam ABRI (masa Orde Baru), /dan pasca
reformasi  yang menempatkan#Polri berada

Departemen
(pada awal kemerdekaan),

dibawah Presiden. Sebagaissalah satu fungsi

pemerintahan,  maka™ sistem  administrasi
kepolisian=tidak dapat dipisahkan dari sistem
administrasi negara, dan juga saling terkait
dengan sistem peradilan pidana (criminal justice
system) dan sistem pertahanan negara. Hal ini
dapat dipahami mengingat pelaksanaan tugas
pokok, fungsi dan peran Polri sebagai salah
satu fungsi pemerintahan menampilkan ciri-
ciri administrasi negara yang merupakan bagian
dari lembaga eksekutif (birokrasi) dan tidak
dapat dipisahkan dari sistem peradilan pidana
{criminal justice system) serta sistem pertahanan
negara yang berfungsi dalam menjaga kedaulatan

negara Republik Indonesia (Djamin, 2011).




: '_Pc ran P01r1 éal am Mcnah 1dapz Pera g Aqm] :

o | Stmkiur 0; gmzwaw Poim

] "'ﬁ-f_vé.ng besar ‘dan komplel\s ([a?cre arzd complex_ :

argammz‘zm) yang disusun secaza bex]enjancr

ﬁdengan ‘mengacu pada. sistem | pemennmhan :
:  ?_3 _(Mabcs Poiri Polda, Polres, dan Polsek) Luasnya
L tagas pokok ~wilayah tanggunbjawqb Serta
tantangan tugas. yang dihadapi sebagax. bagian

- dari mfasaiah ‘sosial, menjadikan organisasi

i _ p01r1 men}ad1 organisasi yang dmarms baik

- yang dﬁaksanakqn melalui bidang pembmaan

- maupun opcmsmnal Organisasi  tidak “lagi
sekedn alat tetapi/ harus disesuaikan | dengan
tugas dan tujuan yang hendak dicapai, dengan
menentukan kualitas dan kuantitas sumber daya
organisasi. Semua unsur dan unit organisasi
didalamnya hagus saling mempengarubi karena
merupakan satu kesatuan dalam pendekatan
sistem.

Melalui pemahaman diatas, maka llmu
Kepolisian sebagai Iimu administrasi kepolisian
telah dan terus melakukan pengkajian bagaimana
membangun dan memantapkan organisasi dan
pranata-pranata Kepolisian, kebudayaan dan
etika kepolisian, manajemen personil, birokrasi
dan keuangan sesual kebutuhan masyarakat agar
dapat menciptakan rasa aman dan keteraturan
sosial, mengayomi dan melindungi masyarakat
dan harta benda, mencegah dan, memerangi
kejahatan, serta menindak secara adil berbagat
pelanggaran hukum dan kejahatan baik yang
dilakukan oleh perorangan ataupun kelompok
sesuai dengan hukum yang berlaku. Kajian
keilmuan secara sistematis dan komprehensif ini
tentunya harus dapat dipertanggungjawabkan
dan jauh dari kepentingan subyektif dan
berdasarkan keinginan semata serta harus
mampu menjawab kebutuhan dan tantangan
organisasi dengan prinsip structure follow strategy.
(Perkembangan struktur organisasi Polri saat ini
sebagaimana diatur dalam Perpres No. 52 tahun
2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Kepolisian Negara RI).

S I‘iesz an dzm Sz‘mté a7 Polrz :

Orgamsam Polri - merupai\an mgamsa&,i _
_ -meiaksqnakan fungm

:.'.;dé::{aﬁi;_-_
tidak':'ﬁ_

Polii

dan pel aﬁny"z

Kebgakan : dan strateoL

."dapat dlplsahkan dcngan rencana . strategxsf.‘ _
_'pemermtah sebagaimana yang telah dnetaplxan_f"-' o
dalam Undcmo—Undang Nomor 17 Tahun 2007 .
'-tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjancr S
- Nasional (RPJPN) “Fahun 2005-2025, dan
-'telah dgabagl\an rﬂehlm pentah%pan Rencanaj:'--*: '
Pembmgunan ]angka ‘Menengah ° Nasional - =

(RPJMN) dan saat ini telah memasuki RPJMIN -

2015-2019 sebaagaiman diatur dalam Peraturan _':

Presiden Republil Indonesia Nom01 2 Tahun -
2015. . o

Kebijakan dan Strategi Polri telah dijabarkan
ke dalam bingkai besar Grand Strategy Polsi
Tahun2005-2025 vangmencakup 3 (tiga) tahapan
waktu, yaitu: Tahap I Tahun 2005-2009 untuk
membangun kepercayaan (trust building}, Tahap
1l Tahun 2010-2014 membangun kemitraan
(partnership building), Tahap [T Tahun 2015~
2025 menuju organisasi unggulan (sfrive for
excellence) yang akan diimplementasikan sampai
dengan tahap ideal yaitu Polri sebagal organisasi
unggulan (excellence). Keseluruhan pentahapan
ini merupakan satu kesatuan yang saling terkait
dari upaya dan strategi Polri dalam senjalankan
dan mewujudkan pelaksanaan® tugas fungsi
kepolisian dalam menjaga dan memelihara
keamanan dan ketertiban masyarakat demi
terwajidniya Keamanan Dalam Negeri.

Pada pelaksanaan Renstra III (2015-
2019), pemerintahan Presiden Joko Widodo
melalui Kabinet Kerja mengusung program
pembangunan nasional yang dikemas di bawah
tajuk Nawa Cita (9 Program Kerja Prioritas),
yaitu:

kembali
melindungi bangsa dan memberikan rasa

a. menghadirkan negara  untuk

aman pada seluruh warga negara. Melalui
pelaksanaan politik luar negeri bebas-aktif;
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.bermh efektlf demolﬂans dan tezpelcaya,

"_-C_."'-_-'memb’mgun_ Indonesn dari pmgguan

_dalam kelangkft negam kesatuan

) d menolaL negara iemah dengan meiakukm
o __E'.refmmasx 31stem dcm penegakan hukum yang

i __;bebas k01up51, bezmartabat dan terpcrcaya

e. '-'-menmgkatkan kualitas ‘manusia

melalm

hidup
““Indonesia ‘program  Indonesia
“Pintar dengan wajib belajar 12 tahun bebas
pungutan. Dan program Indonesia Sehat
untuk peningkatan layanan  kesehatan
masyarakat. | Serta  Indonesia Kerja dan
Indonesia  Sejahtera dengan mendorong
program kepemilikan tanah seluas sembilan

juta hektar;

f. meningkatkan produktivitas rakyat dan daya
saing di pasar internasional;

g- mewujudkan kemandirian ekonomi’dengan

menggerakkan' . sektor-sektor strategis

ekonomi dan domestik;

h. melakukan revolusi karakter bangsa melalu
penataan kembali kurikulum pendidikan
nasional;

Ke-Bhineka-an
sosial Indonesia

i memperteguh dan

memperkuat —restorasi

melalui  penguatan  kebhinekaan  dan

menciptakan ruang dialog antarwarga.

Posisi Polri dari aspek kelembagaan dan
struktural dalam Nawa Cita di atas adalah
menghadirkan negara (melalui Polri) untuk
dan

segenap warga negara, yang tentunya hal ini

melindungi menciptakan  rasa  aman
akan dapat terwujud apabila organisasi Polri
dapat menampilkan tata kelola pemerintahan
yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya

melalui reformasi dibidang penegakan hokum
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membuat P mermtfa_h tldak ‘absen' dengan_ "_yancr bebﬂs l<orup51 belmartabflt dan terpercay;

membangun tata kelola pemermtahan yang .

d_engan memperkuat daerah daemh dan des& - |
| - Polri 2015-2019- disesuaikan dengan t”thapan:'

Mengacu : pada sasaran pembangunan__'-s

~ ‘nasional bidang Pertahanan dan Keamanan -

_'2015 2019 yaitu - Terwujudnya Penguatan_':'._
Keamanan Dalam Negeri”maka sasaran Renstm_.'-::'f-

Gr.:md Stretegy Polri tahap III, yang mendasari
pencapaian pelayanan priblik yang unggul (sz‘rw{,.__z
far exce!!ence) adalah

a. terpenuhinya Alpalkam /Almatsus Polii
guna mendukung penguatan Tupolsi Polri;

b terbangunnya Postur Polri yang profesional,
bermoral, modern dan unggul melalui

perubahan mindset dan culture set;

kelkuatan Polri di wilayah

perbatasan dan pulau terfuar berpenghun;i

c. tergelarnya

serta  sebagai  poros maritim  secara
berkelanjutan;
d. terbangunnya = teknologi kepolisian dan

sistem informasi secara berkelanjutan yang
terintegrasi melalul penelitian dan leajian
ilmiah dalam mendukung kinerja Polri yang

optimal;
e. meningkatnya pelayanan  primd  dalam
memelihara « keamanan dand ketertiban

masyarakat dengan mengedepankan upaya
preemtif dan preventif'yang didukung oleh
penegakan hukwm yang tegas;

f. meningkatnya peran intelijen dalam
mendukung upaya mengelola keamanan dan

ketertiban masyarakat;

8- terbangunnya kerja sama dalam negeri dan
luar negeri dalam rangka sinergi polisional;

h. tergelarnya Bhabinkamtibmas di seluruh
desa/kelurahan dalam rangka implementasi
Polmas dan melakukan deteksi dini terhadap
potensi gangguan keamanan dan gejala sosial
masyarakat;




Pecan Polri d

I .-f1aﬁgka mendukung ‘program :Decade of :

i :Acnon for Road Safety 2011- 2020

PR e memnorl\,atnya penyeieszuan o

-_pengungkapm serta terczptanya

-":'5"an1an terhadap 4 (cmpat) jenis” Lejahatan'
ok (kejahatan konvensmnal kejaimtan terhadap :
“kekayaan . negara ‘kejahatan transnflsmnal.

:_'-.i._.;_'dan kc-:ythatan berimplikasi kontm}enm)

Sedangkan pentahapan kebgakan “ini

dllakukan sebaga; beﬂkut

a. Tahun 2015 Melanjutkfm pelayanan
masyarakat yang prima dan kebulatan sinergi
-polisional yang produktif dengan didukung
“Almatsus Polri berbasis teknologi Kepelisian
guna menghadapi kondisi daya saing bangsa

dan keunggulan nasional.

b. Tahun 2016
masyarakat yang prima sampai jajazan

: Meningkatkan = pelayanan

kewilayahan terjauh dan sinergi pelisional
yang produktif dengan didukung sumberdaya
berkualitas guna
kondisi daya saing bangsa dan keunggulan

manusia menghadapi

nasional.

c. Tahun 2017
masyarakat yang

. Meningkatkan pelayanan
prima, sampai jajaran
kewilayahan terjauh dan sinergi polisional
yang produktif dengan didukung sumberdaya
manusia berkualitas serta berkemampuan
iimu dan teknologi guna menghadapi kondisi

daya saing bangsa dan keunggulan nasional.

d. Tahun 2018
meningkatkan pelayanan masyarakat yang

Mendinamisir  dan
prima dan sinergi polisional yang produktif
dengan didukung kecukupan kesejahteraan
personel Polri guna menghadapi kondisi
daya saing bangsa dan keunggulan nasional.

e. Tahun 2019

masyarakat yang prima sampal jajaran

Terwujudnya pelayanan

kewilayahan terjauh dan sinergi polisional

-'ﬂmemflmapkan keseiamatan lalu hntas dalam.”

:::f_d.an' L

."y.ang produi\tlf ..-dengan d1dukung_ __ms.tsus .

Polm berbasns teknoiovl kepohsmr;._, sumber

"_':'daya manusia berkuahtas d1n kecukupan

guna_'._ |
S .'menghadapl kOI’ldlSi daya samg bangsa dan
rasa SR :

ohy l\_esej ahteraan pu sonei Polrl

- -_-keunggulan nasmnal

_ Dfdam rnereallsasﬂian rencana strategls yang g -
; tehh d1teta,pkan Poirl, Kapolri- telah menetaplﬂn ES
5 '_8 sasaran dam program (hm:k Wms yaitu :

1. Penemban dan penegakan hukum bagi

“organisasi radikal dan anti pancasila;

2 Perburuan . dan - penanglkapan . gembong
terorisme santoso dan jejaring terorisme;

3. Aksi nasional pembersihan preman dan
premanisme;

4. Pembentukan dan pengefel«:tifan satgas

ops polri kontra radlkal dan deradikalisasi
(khusus isis);

5. Pemberlakuan rekrutmen terbuka untuk
jabatan di lingkungan polri (polres, polda,
mabes polri);

6. Polisi sebagai pengcrerak revolusi mental dan
pelopor tertib sosial di ruang publiks

7. Pembentukan tim internal santi korupsi

(melibatkan unsur publik dan kpk); dan

8. Crash program pelayanan masyarakat:
pelayanan bersih dari percaloan.
Melalui  program  prioritas tersebut

pimpinan Polri telah menetapkan 11 program
prioritas dalam upaya pencapaian rencana

strategis Polri 2015-2019 yaitu :
1. Penataan dalam pembinaan personil:

2. Penataan kelembagaan dan meningkatkan
budaya anti korupsi

3. Peningkatan profesionalisme anggota polri

4. Peningkatan kesejahteraan anggota polri dan
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| : 6 -_:_.Membangun
Tty :-".:pencramanan hngkungan

S _ -s'7-._'_"-;:Mengmtensﬁkm

Penmgkatan perhndungan terhadap warga
S "_'-'_Znegara untuk penmorlxatan rasa aman e

partmzpa&t

-siner gl‘ms - polisional

o '_.-_:__:dengan Lementerzan/ lembaga

g, _Menmgkatkan penegakan hukum yang
- profesional, obyektif dan bebas kkn -

‘9. Mempersiapkan réncana pengamanan dan
~.rencana kontinjensi pemilukada serentak.
10. Penguatan pengawasan polri

11. Meiaksahakén ciuick wins polri

Funésx Kepohsmn dalam Mewujudkan
Ketahanan Nasional sebagai Suatu Cara
Menghadapi Perang Aszmetrls

- Dalam perkembangannya,
bahwa

penyelenggaraan fungsi kepolisian mau tidak

sejarah
membuktikan tugas-tugas
mau harus mampu, menjawab perkembangan
lingkungan strategis (global, regional dan
nasional) yang dapat mempengaruhi berbagai
aspek  kehidupan bangsa, (Astagatra) yang
berpengaruh terhadap kondisi “dinamis bangsa
dan munculnya berbagai permasalahan sosial
serta mampu menjawab harapan dan keinginan
masyarakat akan tugas-tugas Polri.

Penyelenggaraan fungsi kepolisian haruslah
mampu menjawab dan mengatasi berbagai
permasalahan sosial yang ada agar keamanan
dan ketertiban masyarakat yang ditandai dengan
keteraturan dan meningkatnya kualitas hidup
masyarakat dapat terwujud. Kondisi ini akan
dapat terwujud apabila masyarakat memiliki
keuletan dan ketangguhan serta kemampuan
dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman,
gangguan, tantangan dan hambatan baik yang
datang dari dalam maupun dari luar, baik
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'..éﬁic'ﬁﬁhan sar; néi-_dan_} fﬂsamnﬁ Idms'us' . secara lan sun ataupun tldcli\,. Ian sun fan

" '-'dapat membahayakan integritas, identitas serta:

| pubhk dalam_ '

kelangsungan hidup bzmgsa dan negara. -

Perkeméan gan Lm Ukun 1o S tmfegz&

Peru'bahan hngls.ungan strategls  saat

ini -didominasiwoleh issu-issu global seperti
-demokratisasi, Hak AsasidVlanusia, keterbukaan,

lingkungan hidup, uji coba persenjataan,
menjadi  topik ~ yang hangat dan menjadi -
perdebatan  bangsa-bangsa akibat .
belum disepakatinya konsep dan penerapannya

sebagai

aptar negara maju dan berkembang. Hal ini
diperparah - lagi dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi yang berkembang
dengan cepat serta mempengaruhi masyarakar
dunia baik pada tataran sosial, budaya, ekonomi,
politik serta pertahan dan keamanan sebagai
akibat tidak adanya lagi sekar dan batas negara
{borderiess),
liberalisasi, kolonialisme, dan perang terhadap

Kondisi' ini telah menimbulkan

penguasaan sumber daya oleh suatu negara
vang berakibat
terjadinya perubahan politik dan munculnya

terhadap negara lainnya,
ketergantungan ekonomi pada negara adidaya/
super power. Alfin Toefler mengingatkaft bahwa
di era globalisasi, apabila sistem dan kifierja suatu
Negara tidak mampu bersaing;/maka negara
tersebut akan ketinggalan dan'harus puas apabila
hidupnya bergantung«pada Negara lain. Pada
kenyataannya kondisi ini telah mempengaruhi
lingkungan regional yang bekerjasama dibidang
ckonomi dengan mendeklarasikan AFTA,
APEC dll, yang membuka peluang bagi bangsa-
bangsa Asia untuk meningkatkan kegiatan
ckonomi antar negara yang apabila tidak segera
disikapi akan menimbulkan berbagai benturan
seperti penguasaan produk-produk di negara
berkembang.

Selain itu, kondisi nasional juga ditandai
dengan krisis multidimensi yang berkembang
kepada krisis kepercayaan, krisis moral di Negara
kita. Di Era Reformasi yang mengusung isu




o “l\ebebasan yang berleblhan (suflus ryf freedom)

e beldampak p'lda melemahﬁya ‘penegakkan

aturan oleh negara (rule of law) telah, melahlrlx.an"'? g

i '-_::._berbagmkonﬁll\kerukunan 'mtarumatbemgama,'f

i pudarnya penghargaan terhadap. martabat dan p

i “hak-asasi manusia. Berbagzu konflik yang t1mbu1 _
e *.:'yang d1warna1 aksi un_]uk rasa élbf:lbagzu bldang
- {cenderung - memaksakan kehendak) mer.gadi :

- kejadian schari-hari yang dapat.kita saksikan
dl_tenga_h masyarakat. Kondisi ini senyata_nya
- n;@::n_unjukkan telah - mémudarnya - karakter
bangs'i' yang dilandasi nilai-nilai Pancasila
- seperti sikap saling menghormati, gotong
royong dan permufakatan. Sifat individualisme
yang semakin meningkat, kebebasan tanpa batas,
dan munculnya upaya menggelorakan faham
radikalisme menjadi gambaran begitu lemahnya
rasa persatuan dan kesatuan bangsa tanpa
disadari telah dijadikan peluang bagi pihak asing
dalam memecah belah bangsa Indonesia yang
secara langsung maupun tidak langsung telab
menghambat jalannya Pembangunan Nasional
dalam mencapai Tujuan Nasional.~Beberapa
bentuk gangguan Kamtibmas yang menjadi
trend issue saat ini dan dapat menjadi faktor
pemicu terjadinya petang asimetris di Indonesia,
antara lain : Separatisme, Terorisme, Narkoba,
Konflik Sosial, dan issue lainnya seperti HAM,

LLGBT, hak-hak buruh, dll.

Perang Asimetris sebagai Masalah sosial.

Perang Asimetris atau  disebut  juga
Asymmetric  Warfare (AW) atau seringkali
disinonimkan dengan Fourth Generation Warfare
(4GW) merupakan bentuk atas respon terhadap
hegemoni agresi yang seringkali berbentuk
pemberontakan (Cook & Conversino, 2009).
Lebih  jauh, Cook & Conversino (2009}
menjelaskan bahwa AW juga dapat dipastikan
melibatkan cara — cara lain diluar penggunaan
persenjataan, contohnya dengan serangan

cyber terhadap berbagai Infrastuktur teknologi
informasi yang penting bagi kubu dominan.

AW sermgkall merupaka 1 bentuk konfrontasi

antara kubu domman (smz‘e ac‘tm) berhadapan", e
dengan ku’ou yang 1ebih lemah (Non-State Aetor, i
Cr zmmal Orgamzaz‘wn, .REZJ{E‘] Forces) dlmana:-"_f
o dilema yancr muncul pada tmgkat strategls sa.lah'-;'_'_'
;satunya adfdah b’thﬂ. state actor terikat dengan'__:-
".hukum dan belbagaz atm an mternaszonal tentang
-perang, Lonﬂd{ bexsenjata serta HAM I’asukan
4CW. beroperam dengan gaya desentralistik,’
berbaur diantara ‘warga mpﬁ dan bempaya
melumpuhkan teknologl cangglh yang dimiliki -

lawan dan menggmng pasukan lawan kedaiam'
partempuran Jarak dekat (close range ‘bartle)

dalam rangka memngkatkan resiko korban dan

kerugian bagi kubu lawan. Meskipun kelkalahan
secara militer bagi pihak dominan tidak selalu
tepwujud, namun yang menjadi sasaran utama
adalah meningkatkan kerugian ekonomi, sumber
daya manusia dan moral sehingga mampu
melumpuhkan atau  setidaknya melemahkan
pihak lawan.

Ditinjau dari aspek etis, AW dilandaskan
pada fanatisme politik dan atau religious, tanpa
menghiraukan nyawa manusia dan pembenaran
atas segala cara yang dilakukan demi meacapai
tujuan. Sedangkan pada aspek tindakan yang
dilakukan dalam perang asimetris/ dilakukan
dengan - meng-indoktrinasi = gefierasi muda
melalui fanatisme religius danatau nasionalisme
termasuk  menjadi _martir  dengan  tujuan
akhir. bomebusitth diri, pengeboman membabi
buta,

dan

pembunuhan  berencana, penculikan

terhadap publik. Adapun

Instrument yang digunakan sangat bervariasi,

intimidasi

mulai dari persenjataan tradisional, modern,
kimia, biologis hingga berbagai bentuk perang
psikologis, propaganda dan indoktrinasi melalui
perkembangan Teknologi Informasi melalui
kemunculan Internet hingga metode shadow
economy. (Caforio, 2012). Dengan demikian
jelaslah bahwa AW dilakukan dengan cara
perubahan pola fikir dan ideologi dari kelompok
lemah melalui indoktrinasi kepada kelompok
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: muda atan kaum rentan

_ _"-':_.ope;as; perang dengan semngkamn aktnnt'ls
e yang dltujukan untuk menmgkatkan Icondlsa
Sl keh;.dupan mobxhtas “dan penchdlkfm dan

m syz{rakat 1ok31 bellandasl{an asas fo win the

i "fy.em 75 fmd mznds (Cafouo, 2013) Pada dasarnya

':_f_'_'_'perang asmletm dllakukm dengfm bemdaptasx -

- dengan musuh atau ancamfm “keamanan.
:"'Adaptaa ini dapat dnntergramkan dengqn
"'_menggelsér dan memioeﬂuas wilayah konflik
 dari medan perang konvensional ke ranah politik
dan medm massa (Frunzen 2013) '

-Mengacu pada penjelasan dlatas, jelaslah
bét_hw_a-f-'perang asimetris dilakukan dengan
cara diluar pepggunaan persenjataan dengan
memanfaatkan’  teknologi dan media massa
dengan merubah ideology dan faharn masyarakat
komunitas melalui  indoktrinasi  kelompok
muda atau kaum rentan melalui serangkaian
aktivitas yang ditujukan untuk meningkatkan
kondisi kehidupan dan pendidikan  dari
masyarakat lokal dengan beradaptasi dengan
masyarakat dan dilakukan eleh kelompok diluar
pemerintahan  dengan maksud  penguasaan
dibidang ekonomi dan‘sumber daya alam, dan
bertujuan melemahkan sistem pemerintahan,
Kondisi ini tentu pada akhirnyaakan mberakibat
munculnya pertikaian, permusuhan*dan sampal
pada perpecahan didalam Negara dalam
bentuk pemberontakan atau insurgensi oleh
kelompok-kelompok tertentu didalam Negara
sehingga muncul ketidakteraturan social yang
menghambat proses pembangunan nasional.

Sebagai sebuah metode, perang asimetris
(Aspmimetric Warfare) digunakan oleh negara-
negara besar (adidaya) dalam melawan musuh-
musuhnya dengan cara mempengaruhi kekuatan
dan mengeksploitasi kelemahan negara tersebut
(Isa Haskologlu et all, 2013). Dengan demikian
jelaslah bahwa guna menggantisipasi perang
asimetris, negara harus mampu mengidentifikasi
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_Perang ammems adahh kombmas; antara dlgun akan plhaklawan dalam melakukan perang::

~asimetris. Identifikasi kelemahan vang dlmdzh::_'j' .

' dm mengehmn berbagal l{elemahan kekuatan:'_'-.{;’
dan Kelemahan yang dimilikinya yang berpotensj

_' dgant},sq)as_l dengan ‘meningkatkan kesadaran
- warga dalam rangka meningkatkan Lewaspadftan : :
nasional, sehingea dengan mengetahui kekuatan i
dankelemahan sesungguhnya sudah membangun" -

Ketahanan Nasmnal

Simtegzﬁzm gsi Kepolisiandalam meﬁgfma’apz =

pemn gdszmeirzs

Menghadap; dan mengantisipasi perang.

asimetris, “yang dilakukan dengan cara

merubah pola fikir dan ideologi masyarakat

melalui penyerangan terhadap kekuatan dan
kelemahan yang dimiliki sebagaimana diuraikan
diatas, maka strategi yang paling tepat dan
dikembangkan Polri saat ini adalah melalui
pendekatan Fungsi Kepolisian yang Proaktif
(Proactive Policing). Strategi Pemolisian pro-
aktif ini sesungguhnya merupakan upaya untuk
meningkatkan  Ketahanan Nasional dalam
bentuk peningkatan Kewaspadaan Nasional yang
berarti adanya sikap dalam hubungannya dengan
nasionalisme yang dibangun dari rasd peduli
dan rasa tanggung jawab. seorang warga negara
terhadap kelangsungan kehidupan nasionalnya
— kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegaranya dari suatwancaman.

Kewaspadaan Nasional itu sendiri pada
dasarnya menampilkan suatu Aualitos kesiapan
dan  kesiagaan yang harus dimiliki  olah
bangsa Indonesia untuk mampu mendeteksi,
mengantisipasi sejak dini dan melakukan aksi
pencegahan berbagai bentuk dan sifat potensi
ancaman terhadap Negara Kesatuan RI (NKR1).
Kewaspadaan Nasional dapat juga diartikan
sebagai manifestasi kepedulian dan rasa tangguing
Jawab bangsa Indonesia terhadap keselamatan
dan keutuhan bangsa/NKRI. Dengan demikian
upaya Polri dalam meningkatkan Kewaspadaan
Nasional sebagai wujud rasa tanggung jawab




_-:::'sebﬂgcu baglan d’m Lesadamn hngkungan

v “dilakukan - dengan mengldentzﬁkam berbaga1_

. '-potens1 ‘kekuatan . dan kelemahan yang 'zda,

. _sesungguhnya merupakan fiktuahs'tm daﬁ Nﬂar '

5 __.:_:Nﬁfu Panca Sila.

Sebqgalmana dmtarakan dlatas, konsep
kepohsmn

3 fungm " merupakan sepexangkat
i{egmtan operasmnal kepglisian dalam mengeiola
masalah- -masalah  sosial  guna terwujudnya
keteraturan sosial. Dalam mengantisipasi perang
asimetris, Fungsi kepolisian dilaksanakan melalui
strategi yang simultan dan dalam intensitas yang
berbeda-beda sesuai dengan dengan tingkatan
atau eskalasi masalah sosial yang- dihadapi
(simulraneous strafegy to social prob[em). Strategi
ini dilakukan dengan melaksanakan fungsi
kepolisian melalui kegiatan operasional dan
dilakukan secara simultan baik strategi deteksi
dini dan pre-emtif, preventif, dan represif —
investigatif, yang dilaksanakan secara proaktif
untuk mengelola, tingkatan masalah  sosial
(perang asimetris) sesuai eskalasi ancaman yang
terjadi pada perang asimetris sccara dini, cepat,

tepat, terpady, sinerg, mengutamakan tindakan

pencegahan, dan  memberdayakan  warga
masyarakat.
Diawali dengan strategi pada fungs

deteksi dini dan pre-emtif yang utamanya dan
efektif untuk menjawab ketika masalah sosial
masih tersimpan dalam setiap aspek kehidupan
manusia, masih terwujud dalam bentuk potensi-
potensi gangguan atau faktor-faktor korelatif
kriminogen, dan belum muncul kepermukaan
dalam bentuk gangguan. Pada tahap berikutnya
adalah strategi pada fungsi preventif, yaitu
seperangkat kegiatan proaktif yang utamanya
dan efektif dilakukan ketika eskalasi masalah
sosial dinilai pada tingkatan ambang gangguan
atau pofice hazard. Fungsi preventif dilakukan
melalui

serangkaian tindakan pencegahan

"_'terwu;ud sebaga1 gangguan

Lo ;bfuk pada tatman suprastruktm mzﬁipun pada_.".__-f”_":'_ :
tataran mfrasuuktur I{esadaran mflsyarakat » stlategl pada ﬁmgm mvestlgatzf 'da_n repremf : -
yang diperlukm untuk menjawab ketika. eskalasi

‘masalah sosial: telah ‘muncul: kepermul\aan dan

fmg ' nyata atau

'ancaman faktual Pad’l tahapan mi éllakukan i
__seiangkamn upaya penegakan hukum (repremf ) 5

rangka pengumptﬂan data dan 1nforma31 e
(nwestlgatif ) ' -

Pada sisi sisi yang £ fedua Teori Gunung I:s E
menunjukkan bahwa ketwa strategi 51multa.n
itu juga dapat dlpandang dari segi proses
akeualisasinya, Masing'—masing' strategi akan
bergerak secara kesistemnar, dimulai dari tataran
fundamental,
praktek atau implementasinya. Pada tataran

instrumental, sampai kepada
fundamental menunjuk pentingnya membangun
sebuah kesadaran bersama, membangun sinergl
para pémangku kepentingan menjadi sebuah
kekuatan yang dasyat untuk bersama-sama
mengidentifikasi,  memetakan, membangun
kesadaran, membuat opsi dan menentukan
Kemudian  memasuki  tataran
akfualisasi

dari kesepamahaman. dan berbagai /opsi yang

solusinya.
instrumental merupakan  proses
telah dibangun pada tahap sebelumnya, dengan
merumuskan berbagai aturan  main (rule  of
gume) yang dapat diterima, sesuai kemampuan
sumberdayayang dimiliki, dan tingkat kewenangan
semua

pemangku kepentingan. Selanjutnya

pada tataran proses puncak atau praktek atau
aksi

dilakukan bersama-sama secara sinergi dengan

implementasi merupakan nyata  yang
senantiasa memperhatikan peluang dan ancaman
(opportunities and threats) serta kekuatan dan
kelemahan (strength and weakness) atas tindakan

yang akan dilakukan (libat gambar dibawah:
Strategi Simultan Terhadap Masalah Sosial).
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Strategl pada ﬁmg51 dctek& chm mer upakan
sezangkman kegiatan ustuk mengumpulkan
beibagm informasi dari'seluruh aspek kehidupan
'_ m’tsyarakat, melakukan penilaian, 1dentzﬁkasx,
pemah"unan berbagal  faktor ‘yang  dapat
menimbulkan masalah sosial. Fungsi deteksi dini
bertujuan untuk melakukan pemetaan berbagai
masalah sosial dan potensi gangguan  (social
problem mapping) dari seluruh aspek kehidupan
masyarakat, memberikan peringatan dini (early
fwamzng) dan rekomendasi kepada pemangku
kepentingan watuk mengambil keputusan,
utamanya tindakan pencegahan proaktif yang
perlu dilakukan pada tahapan strategi yang lain.
Pada tahapan ini diperlukan berbagai konsep
dan teori pengetahuan deteksi dini kepolisian,
intelijen kepolisian ‘dan teknologi kepolisian
yang diramu dari berbagai konsep dan teori
Sosiologi, Antropologi, ¥mu Hukum, Hmu
Komunikasi, Ilmu Komputen, dan Teknologi
Informasi lainnya.

Selanjutnya  strategi  pre-emtif  berist
berbagai  upaya  pembinaan masyarakat
dalam  meningkatkan kapasitas warga dalam
memelihara keamanan dan ketertiban, dengan
tujuan meningkatkan daya tangkal, daya cegah
dan daya lawan warga terhadap berbagai
gangguan kamtibmas dihadapkan pada perang
asimetris. Strategi pada fungsi pre-emtif disebut
juga indivect prevention (public health), dengan
dilakukan dengan mengunjungi masyarakat
untuk melakukan identifikasi, memahami,
melakukan pemetaan dan sekaligus melakukan

pembinaan  dalam  rangka meningkatkan
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) __P"Li’tlSip"LSl cian kesa.dfmn masyauhat dalam -
--_memehhara dan . membina  keamanan dan”

ketertiban, Stiategl fungsi repmmf (cwmfzw
' _medzmze) ddakulxan oleh aparat penegal 11uk1_1m_."
% deng&n tidak - te1lcpas dari” tujuan diadakan®:
~ hukum dan nilaj-nilai dasar pembentuk hukum’ -
© - insendid. Tujuan hukum akan tercapal ’ipﬂbll’t._. -
didukung olek tugas, hukum yaitu keserasian
antara kepastian hukum dengan l\esebandmganz g
hukum sehmcrga akan  menghasilkan suatu
keadilan (Makarim, 2003 dalam Prasetyo da_n

Barkatullah, 2007).

Pungsi kepolisian proaktif, juga dilakukan
melalui revitalisasi nilai-nilai Pancasila artinya
proses menggiatkan dan menumbubkembanghan
kembali pemahaman dan pengamalon nilai-nila;
Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup
bangsa (way oflife), dan ideologi nasional, sebagai
sebuah syarat yang sangat penting dan utama
dalam menentukan keberadaan dan keberlanjutan
bangsa Indonesia. Mengamalkan nilai-nilai
Pancasila merupakan suatu kemutlakan yang
terus menerus harus ditumbuhkembangkan agar
meresap dalam hati dan pikiran, serta terwujud
dalam  perilaku - kehidupan  bermasydrakat,
berbangsa, dan bernegara. nilai-nilai Iuhar
Pancasila yang mencerminkan keBersamaan,
kekeluargaan, musyarawah dan’ kemanusian
yang - adil dan  beradab _dilakukan melalui
fungsi kepolisian pre-emtif dengan melakukan
sosialisasippenyuluhan dan komunikasi dengan
kelompok rentan, agar dapat memiliki kesadaran
berbangsa dan bernegara, cinta tanah air dan
memiliki ketahan nasional.

Peran polri dalam mengatasi perang
asimetris sebagai wujud permasalahan sosial,juga
tidak dapat dipisahkan dari upaya membangun
kerjasama  dan  kemitraan dengan  seluruh
stakeholders yang ada untuk bersama-sama
membangun kerjasama yang sinergi kemitraan
dalam mencegah munculnya perang asimetris
yang dilakukan baik melalui perubahan pola
fikir maupun dengan memanfaatkan kemajuan




api Pt_r'mfv Asxmctus :

.teknoiog1 dan penggumaan medm nmssa sebag'u_"

sarana/alat dalam menmpmkan permg asimetris,

pemndangan undang'm yarzg berhku, akan

- sesuai - dengan Lewenangannya, masyamkat o
secara “individu - maupun terorgamsn untuk'.
i 'menangkal ’be1bagzu benmk upaya yang dapat_
L memecah belah pEiSﬂthn dan‘kesatuan bangsa

: Dﬂam keadaan tertentu, Polx; dlbantu oleh TNI,

' tcrmasuk pemer 111tah daerah membangun sistem

. permgatan dini dan’ daya t“m,gk'll mfasyaukat
terhadap berbclgfu bentuk perang asimetris,
melalui penyediaan mfrastruktm dan berbagal
kebutuhan lainnya.

Penutup

1. Perang Asimetris atau  disebut juga
Asymimetric Warfare (AW) atau Fourth

Generation . Warfare (4GW) merupakan
bentuk atas respon terhadap hegemoni agresi

yang seringkali berbentuk pemberontakan
dengan melibatkan cara — cara [ain
diluar penggunaan persenjataan dengan
memanfaatkan teknologi dan media massa
dengan merubah “ideologi dan  faham
masyarakat komunitas melalui indoktrinasi
terhadap kelompok muda atay kaum rentan
melalui serangkaian aktivitas yang'ditujukan
untuk meningkatkan kondisi kehidupan dan
pendidikan dari masyarakat lokal dengan
beradaptasi dengan masyarakat dan dilakukan
oleh kelompok diluar pemerintahan dengan
maksud penguasaan  dibidang ekonomi
dan sumber daya alam, serta bertujuan
melemahkan system pemerintahan.

2. Mengacu pada ciri dan tujuan serta bentuk
kegiatannya, maka perang Asimetris
(Asymmetric Warfare), merupakan salah
satu  bentuk permasalahan sosial yang
menampilkan adanya keadaan bahaya
sesuai eskalasi ancaman dan potensi

. -..g&ngguan yang dlmihignva : _Sebacml sebua
":'._"':_'-'metode
Pencegahan ’ndalx saja. dﬁakukan oleh 1embaga
kepohsxan yar}g berwenang sesuzu dengan

. tetapl Juga oleh instansi terkalt (smcl gl 1nte;dep) e

perang: -

- War ﬁrre) . dlgunakan oleh negam negara e
“besar dalam ‘melawan’ musuh- musuhnya
"':-__:_.::'denfrm cara mempengaluhl kekuatan dan
_mengeksplmtasz kclemahan p1hak lawan o

'.:'..:Upaya Po]rl 'Zdaiam menghadapl dan '::
'_::"__mengﬂtam perang ammetms “sebagai bqgmn_._ﬂ_:_.'_
'_:.dm permasalahfm sosial. dalam mngka'._'-._'_ i

ewujudkan s11:u381 kamtlbmas yaﬂg kondusif

dan. mempalmﬁ prasyarat bagl terdukungnya -
. ;_jp_cm_bgngunm_N_asm_ml melalui pendekatan -
limu Kepolisi_an éilaksz_makan dengan :

a. 'Menumbuhkembangkan kesadaran
warga masyamkat dalam  bentuk
Kewaspadaan Nasional vang
merupakan . prasyarat utama  dalam
mewjudkan Ketahanan Nasional baik
pada tataran suplastruktur maupun
'pada tataran infrastrukrur. Kesadaran
magyarakat  scbagai  baglan  dam
kesadaran lingkungan dilakukan dengan
mengidentifikasi  berbagai  potgnsi
kekuatan dan kelemahan yang ada:

b. Mengembangkan dan  melakukan
fungsi kepolisian melalui pendekatan
Fungsi Kepolisian  yang  Proakeif
(Proactive  Policing)t Strategi  ini
dilakukan dengan melaksanakan fungsi
kepolisian melalui kegiatan operasional
dan dilakukan secara simultan baik
strategi deteksi dini dan pre-emtif,
preventif, dan represif - investigatif
dengan melakukan penanganan secara
dini, cepat, tepat, terpadu, sinergi,
mengutamakan  tindakan pencegahan,
dan memberdayakan warga masyarakat.

¢. Mendorong dilakukannya revitalisasi
nilai-nilaiPancasiladengan menggiatkan
dan menumbuhkembangkan kembali
pemahaman dan pengamalan  nilai-
nilai Pancasila sebagai dasar negara,
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'._"asebuqh syarat ‘yang ' sangat . penting
odan utama dalarn
(e i':'keberadaan dan keberhnjutan bangsq

_' i _Indonesm Pemahaman I\embah nilai-

S nilai Pancasda f merupakan upaya
o menampdkan karakterxstlk bangsa yang
R 'sqhng menghormatl _goténg rtoyong
" dan permufakatan untuk -  mencapaj

'_ "penyelesalan masalah '

cood Membangun terwu]udnyakerjasamadan
- kemitraan ‘dengan selurul szokeholders
_ dan pemangku kepentingan yang ada
~ untuk bersama-sama bersinergi dalam
mencegah niunculnya perang asimetris.
Tanggung jawab tidak dapat diserahkan
_ke_,pada satu pihak saja, akan tetapi
: perlu dukungan dan kerjasama dengan

~ berbagai kementerian dan lembaga.
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